
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Konsep Negara Hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang 

pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara 

adalah berdasarkan atas hukum. Negara Hukum merupakan substansi 

mendasar dari kontrak sosial bangsa Indonesia. Dan dalam kontrak sosial 

yang demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk 

memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan 

hukum.
1
 

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki 

konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

perdamaian kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sebagaimana ada dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang  Dasar 

Negara Republik Indonesia. Ironisnya, pada saat ini hukum tidak berjalan 

dengan koridor yang seharusnya.
2
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Pada dasarnya yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atas 

hukum yang telah terjadi saat ini adalah pemerintah, karena pemerintah 

merupakan organisai yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan 

menerapkan hukum serta peraturan-peraturan di wilayah tertentu.Fungsi 

utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik pada masyarakat, 

menyelenggarakan pembangunan, serta menyelenggarakan pemerintahan 

untuk mengatur dan mengurus masyarakat, dengan menciptakan ketentraman 

dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.Selaras 

dengan prinsip dan pokok-pokok Good Govermance yang bertujuan untuk  

merealisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel, baik, bersih, 

dan berwibawa. Kemudian sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi 

masyarakat merupakan tujuan utama dari implementasi Good Governance 

tersebut. 

Pemerintah saat itu berusaha melakukan beberapa perubahan sesuai 

aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.Salah satunya adalah 

dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap penyelengara 

Negara yang bernama “Komisi Ombudsman Nasional”.
3
 

Bentuk keorganisasian modern dewasa ini mengalami perkembangan-

perkembangan yang sangat pesat,khususnya berkenaan dengan inovasi-

inovasi baru yang tidak terelakan. Perkembangan baru itu  ditengah 

keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi. Pada 

tingkat pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan 
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negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan 

Agung,serta Bank sentral harus dikembangkan secara independen. Pada tigkat 

kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga 

khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara 

Negara(KPKPN), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran  

dan Rekonsiliasi (KKR), dan sebagainya.
4
 

Kehadiran undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang kementrian 

menjadi titik awal reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Proses saling mengimbangi 

(checks and balances) proporsional antara masing-masing lembaga negara 

yang telah berhasil menghilangkan supremasi kekuasaan yang terpusat pada 

satu lembaga negara tertentu saja yang selama masa Orde Baru terpusat di 

tangan presiden. Selain itu, dihapusnya sistem lembaga tertinggi negara yang 

sebelumnya dimiliki oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 

pemegang kedaulatan rakyat telah berhasil mengembalikan kedaulatan 

seutuhnya ke tangan rakyat.Salah satu diantara lembaga Negara baru yang 

hadir pada era Reformasi ini adalah Komisi Ombudsman Nasional atau juga 

yang lazim disebut Ombudsman Nasional. 

Pada tanggal 20 Maret 2000 Presiden berupaya untuk mewujudkan 

Reformasi penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan dengan membentuk 
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Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000. Kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia yang di setujui oleh pembuat Undang-Undang dalam rapat 

paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008 dengan nama 

“Ombudsman Republik Indonesia”. 

Dalam perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 

mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap Provinsi di seluruh 

Indonesia.Pembentukan lembaga di setiap Provinsi ini tentu saja dengan 

tujuan untuk mendekatkan fungsi ombudsman sebagai lembaga pengawasan 

pelayanan publik kepada masyarakat di daerah-daerah. 

Tidak banyak masyarakat yang tahu akan posisi dan fungsi dari 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sebagai salah satu lembaga sampiran 

negara, Masyarakat lebih banyak tahu terhadap lembaga sampiran seperti 

MK, KPK, atau KY. Padahal lembaga-lembaga Tersebut, lahir dalam waktu 

yang hampir bersamaan yaitu paska reformasi. 

Akan tetapi lembaga Ombudsman ini tugas dan fungsinya tidak sama 

dengan lembaga lain seperti KPK, MK, dan KY yang bisa memeriksan dan 

menindak lanjuti kasus-kasus yang terlapor.  

Namun peraturan yang mengatur Ombudsman ini telah banyak menuai 

kontroversi yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga pemerintah yang mengatur semua jenis pengawasan 
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penyelenggaraan pelayanan publik. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsan ini yang substansi materi hukumnya hampir 

sama dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik yang secara spontan akan menimbulkan dualisme kewenangan.
5
 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting 

untuk mewujudkan  pemerintah yang baik (good governance) disamping 

distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan kontrak sosial 

yang nyata yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam konteks 

hubungan principal-Agent.Sebagai kontak sosial yang di gariskan 

sebelumnya, pemerintah justru menimbulkan banyak masalah bagi publik 

yang menjadi Objeknya.Sangat wajar jika pemerintah mendapatkan 

argumentasi negatif dari masyarakat, hal itu dapat dilacak dari banyaknya 

keluhan yang dilontarkan masyarakat yang berkaitan dengan buruknya kinerja 

pelayanan publik.Pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokrasi, biaya 

yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, prilaku aparat yang lebih bersifat 

pejabat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif dan 

sederetan persoalan lainnya menjadi potret kelabu yang menjelaskan bahwa 

banyak hukum atau peraturan yang disalahgunakan. 

Salah satu permasalahan yang ada yaitu maraknya praktek 

maladministrasi di bidang pelayanan publik. Seperti cara kerja yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang ada, banyaknya pungutan-pungutan liar, waktu 
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yang tidak sesuai dengan prosedurnya, dan banyaknya pejabat publik yang 

menyalahgunakan wewenangnya. Maka dari itu salah satucara pemerintah 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) itu di bidang 

pelayanan publik, karna dibidang pelayanan publik lah masyarakat bisa 

langsung merasakan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dapat 

disimpulkan, bahwa peran lembaga Ombudsman disini sangat penting karna 

tugas dan fungsinya sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu mengawasi 

pelayanan publik agar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

untuk membahas dan menuangkan analisis penulis mengenai lembaga 

Ombudsman ini ke dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul : ANALISIS 

YURIDIS FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI OMBUDSMAN 

DALAM MENUNJANG PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD 

GOVERNANCE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 37 

TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

B. Perumusan Masalah 

Mengingat luasnya pembahasan pada latar belakang yang penulis 

paparkan diatas, mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan 

masalah pada permasalahan ini adalah: 

1.  Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia 

Dalam Pengawasan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.? 
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2. Bagaimanakah konsep pengawasan yang ideal oleh Lembaga 

Omdudsman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good 

Governance) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan di dalam karya ilmiah ini merupakan sebuah target yang 

hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena segala sesuatu 

dalam bentuk penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan 

permasalahanya. 

Selaras dengan batasan rumusan masalah diatas , maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga 

Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 

2. Untuk merumuskan konsep pengawasan yang ideal oleh Komisi 

Ombudsman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

D. Manfaat Penelitian 

Bertitik tolak pada perumusan masalah diatas yang telah 

dikemukakan, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun 

manfaat tersebut penulis kelompokan menjadi 2(Dua) kelompok, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan tentang 

Lembaga Ombudsman, Fungsi-fungsi lembaga Ombudsman dalam 

menangani persoalan pelayanan publik. 
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b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

Hukum khususnya mengenai efektifitas lembaga Ombudsman dalam 

menjalankan peran dan fungsinya pada sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 

c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangsi pemikiran 

mengenai aspek Hukum khususnya dalam fungsi dan wewenang 

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia untuk memberi 

rekomendasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga 

Ombudsman dalam menangani sebuah kasus agar tercipta 

pemerintahan yang bersih, demokratis, transparan, dan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui 

hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan 

dapat dijadikan sebegai data pendukung.Salah satu data pendukung menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penulisan atau 

penelitian ini.Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu ini yang dijadikan 
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acuan adalah terkait dengan tugas dan wewenang Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia.Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah-langkah 

kajian terhadap beberapa penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal, dan artikel-

artikel ilmiah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

menyiratkan bahwa penelitian terdahulu tersebut hasil penelitian menunjukan 

bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini melakukan pengawasan 

dan menindak lanjuti berdasarkan laporan masyarakat serta menganalisis 

pelaksanaan tugas dan wewenang di tinjau dari peraturan Perundang-

undangan nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Berikut ini contoh perbedaan penelitian terdahulu yang meliputi 

pembahasan peneliti dahulu dan pembahasan penulis dalam penelitian ini. 

Penelitian 

Terdahulu yang 

Relevan 

Perbedaan Pembahasan Penelitian 

Pembahasan 

Terdahulu 

Pembahasan 

Penulis 

Peran lembaga 

Ombudsman 

daerah (LOD) 

DIY dalam 

mediasi hak-hak 

pendidikan 

masyarakat priode 

tahun 2011-2012 

(disusun oleh 

Dalam skripsi ini 

sang penulis 

membahas 

mengenai peran 

lembaga 

Ombudsman di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam 

menangani hak-hak 

Dalam penelitian 

ini penulis lebih 

membahas 

mengenai 

kedudukan hukum 

Lembaga 

Ombudsman 

Republik 

Indonesia dalam 
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Kusroh Lailiyah 

dari UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta). 

masyarakat dalam 

konteks pedidikan 

di Yogyakarta. 

sistem 

ketatanegaraan di 

Indonesia. 

Peranan lembaga 

Ombudsman 

perwakilan provinsi 

Banten dalam 

pencegahan praktik 

maladministrasi 

(Study kasus di 

provinsi Banten). 

Disusun oleh Ahmad 

Rifai dari UIN 

Sultan Maulana 

Hasanudin Banten, 

Serang 2017 

Dalam pembahasan 

skripsi ini sang 

penulis 

memaparkan 

penelitiannya 

mengenai peran 

lembaga 

ombudsman dalam 

pencegahan praktik 

maladministrasi di 

provinsi Banten. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dengan merujuk pada konsep Negara hukum yang diselenggarakan 

melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong sebagai Negara hukum 

demokrasi dimana kebebasan berkehendak yang memegang kekuasaan 

dibatasi oleh ketentuan hukum.Seperti yang tertuang dalam prinsip demokrasi 
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bahwa siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan 

penguasa harus diberi kebebasan atau kesempatan untuk membela 

kepentingannya.Hal tersebut dalam rangka membangun terciptanya Good 

Govermance yang menjadi cita-cita bangsa.Mengingat bahwa berdasarkan 

ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjuk bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara hukum yang menganut sistem desentralisasi dan beorientasi 

kesejahteraan bagi masyarakat.Maka dalam hal ini pemerintah menyediakan 

tempat pengaduan bagi masyarakat atas tindakan pemerintah yang merugikan 

warga Negara. Yakni upaya Administratif, PTUN, dan Komisi Ombudsman 

Lembaga Ombudsman pertama kali lahir di Negara swedia, akan tetapi 

realitanya swedia bukanlah Negara yang pertama membangun sistem 

pengawasan seperti peran dan fungsi Ombudsman sebenarnya. Pada zaman 

romawi telah terdapat lembaga “tribunal plebies” yang tugas dan fungsinya 

hampir sama dengan lembaga Ombudsman yang sekarang yaitu melindungi 

hak-hak masyarakat yang lemah dan sebagai pengawas pada penyalahgunaan 

kekuasaan oleh para pejabat publik. 

Kewenangan lembaga Ombudsman menurut Undang-Undang No.37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ialah Lembaga yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik 

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMK), 

serta badan swata atau milik perseorangan yang di beri tugas untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 
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dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau 

pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia menyebutkan bahwa lembaga Ombudsman adalah 

lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan 

apapun dengan lembaga Negara atau instansi pemerintah lainnya, serta dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 

lainnya. 

Dalam perkembangan peraturan perUndang-Undangan, perbedaan 

keputusan presiden dengan peraturan ialah, keputusan (beschikking) selalu 

bersifat individual, kongkrit dan berlaku hanya sekali saja 

(enmaligh).Sedangkan peraturan, ialah suatu tuntutan yang berlaku secara 

terus menerus yang bersifat umum dan abstrak. Keputusan presiden adalah 

norma hukum yang bersifat kongkrit, individual dan sekali selesai. Begitupun 

dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang menurut Undang-

Undang terbaru Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia membaharui Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi 

Ombudsman Indonesia. 

Setelah beberapa kali pemerintah mengAmandemen konstitusi, 

pemerintahpun mendirikan lembaga-lembaga baru, sehingga tak jarang peran 

dan fungsi lembaga tersebut saling tumpang tindih dengan lembaga Negara 

yang telah dibentuk sebelumnya. 
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Keberadaan lembaga Ombudsman demikian menimbulkan beberapa 

pertanyaan, ditinjau dari segi pemerintah, apakah fungsi yang di jalankan oleh 

lembaga Ombudsman tersebut tidak tumpang tindih dengan peran dan fungsi 

yang dijalankan oleh lembaga Negara yang ada saat ini, mengingat fungsi 

pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga peradilan juga telah dijalankan 

oleh lembaga-lembaga dan sejumlah lembaga pemerintahan sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing. 

Kehadiran lembaga Ombudsman di berbagai Daerah-Daerah di se 

seluruh Indonesia ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan dan akuntabel serta 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau 

jabatan, dan tindakan sewenang-wenang dan membantu setiap masyarakan 

untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, berkualitas dan professional 

yang berdasarkan asas kepastian Hukum, keadilan, dan peraturan 

pemerintahan daerah, oleh karena itu dibentuklah lembaga Ombudsman di 

berbagai daerah di seluruh Indonesia. 

Namun dengan seiring berjalannya waktu dan kondisi pemerintahan 

yang labil ini, eksistensi komisi-komisi tersebut mulai menuai banyak 

perdebatan mengenai peran dan fungsi lembaga Ombudsman yang dirasa 

tumpang tindih satu dengan lainnya. 

Akan tetapi pemerintah yang rumornya masing terus berusaha untuk 

mewujudkan lembaga Ombudsman ini sebagai lembaga pengawas yang 

effesien demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. 
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Dengan demikian, dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat diketahui bahwa lembaga Ombudsman ini merupakan suatu 

bentuk lembaga Negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 

penyalahgunaan pelayanan publik demi mencapai pemerintahan yang baik, 

bersih serta terbebas dari praktek maladministrasi. 

G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai judul yang penulis 

tetapkan maka penulis usahakan mendapatkan data yang relevan, dalam 

penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang di lakukan ialah : 

a. Pendekatan perundang-undangan  

Karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi titik central permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini 

dilakukan untuk meneliti aturan-aturan tentang eksistensi Komisi 

Ombudsman. 

b. Pendekatan Konsep 

Pendekatan konsep dilakukan untuk memahami konsep tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 

c. Pendekatan Historis 
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Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah 

memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih 

mendalam. 

2. Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang relevan yang dibutuhkan 

dalam penulisan ini penulisan melakukan penelitian kepustakaan (library 

research) dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang di bahas berupa buku-buku,, 

artikel, naskah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

3. Pengolahan Data 

Adapun bahan-bahan yang penulis pakai, baik bahan primer 

maupun sekunder yang diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, 

sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan diatas.Setelah 

semua bahan di olah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan 

analisis terhadap bahan-bahan tersebut yang akhirnya dapat diketahui 

bagaimana kedudukan hokum lembaga Ombudsman dalam menangani 

permasalahan penyelenggaraan publik. 

Setelah data diperoleh selanjutnya data terssebut diolah dengan 

menggunakan metode : 

a. Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi 

secara rinci daan menguraikannya 
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b. Metode Induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat 

khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang 

besifat umum.
6
 

4. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan ini berpedoman pada penulisan karya ilmiyah 

Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis 

membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Konsep Negara Hukum, 

Teori-Teori Dasar mengenai pengawasan dan Kewenangan, Konsep Check 

And Balances dalam sistem  pemerintahan Indonesia, Good Govermance 

BAB III Membahas mengenai Tinjauan Umum tentang  lembaga 

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Sejarah Berdirinya 

Lembaga Ombudsman di Indonesia, Tugas dan Wewenang Lembaga 

Ombudsman, Tujuan Pembentukan Lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia. 

                                                             
6
http://suryanto-bogor-blogspot.com, pendekatan Deduktif dan Induktif, diakses pada 8 

Agustus 2018 

http://suryanto-bogor-blogspot.com/


17 
 

BAB IV membahas Analisis yuridis terhadap kewenangan Ombudsman 

Republik Indonesia yang terdiri dari Kewenangan lembaga Ombudsman 

dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Efektifitas Lembaga Ombudsman 

dalam pengawasan sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kedudukan Hukum 

Lembaga Ombudsman. 

BAB V yaitu Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Daftar 

Pustaka. 

 

 

 

 

 


